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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai 

kontribusi retribusi jasa umum teerhadap Anggaran Pendapatan Belanja 

daerah di Kota Padang dapat disimpulkan : 

1. Kontribusi retribusi asa umum terhadap APBD di Kota Padang 

Retribusi Jasa umum ikut berkontribusi terhadap Anggaran 

Pendapatan Belanja Daeah (APBD) di Kota Padang. Tetapi 

Kontribusi penerimaan yang berasal dari teribusi jasa umum masih 

tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Hal itu 

disebabkan karena masih banyaknya dari objek retribusi jasa umum 

yang masih belum memenuhi atau belum mencapai target 

penerimaan yang telah ditetapkan. 

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota 

Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum. 

Dengan maraknya kasus covid-19 menyebabkan banyaknya 

dari retribusi yang tidak berjalan dengan semestinya. Serta masih 

banyak dari masyarakat wajib retribusi yang masih lalai dalam 

membayar retribusi jasa umum yang disediakan. Selain itu terdapat 

juga beberapa dari objek retribusi yang memiliki lokasi pembayaran 

retribusi yang tidak strategis sehingga menyebabkan wajib retribusi 

enggan untuk membayar retribusi. Serta terbatasnya sarana dan 

prasaranan seperti yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil, terutama keterbatasan sarana ruang pelayanan. Dan 

masih terdapat petugas yang kurang tanggap terhadap keluhan wajib 

retribusi. 

3. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk 

meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum. 

Pemerintah Melaksanakan sosialisasi, serta pernyuluhan 

kepada wajib retribusi mengenai akan pentingnya membayar 

retribusi. Serta meningkatkan sarana dan prasarana operasional di 

lapangan bagi petugas / pelaksana pemungutan retribusi daerah guna 

untuk memperlancar pemungutan retribusi. Selain itu pemerintah 

juga akan melakukan pengubahan lokasi pembayaran beberapa 

retribusi jasa umum ke tempat yang mudah dijangkau oleh wajib 

retribusi, seperti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Serta 

meningkatkan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam 

proses pelayanan. 

B. Saran 

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah penulis 

kemukakan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis yaitu :  

1. Pemerintah diharapkan lebih sering untuk mengadakan penyuluhan 

atau sosialisasi kepada masyarakat di Kota Padang akan pentingnya 

untuk membayar retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah 

untuk melancarkan pembangunan daerah Kota Padang.  
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2. Meningkatkan daya tanggap petugas – petugas dilapangan terhadap 

wajib retribusi dalam proses pelayanan retribusi. 

3. Masyarakat wajib retribusi  juga diharapkan dapat membantu ketika 

melakukan  pembayaran retribusi 
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